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ABSTRAK

Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa wanprestasi tidak otomatis mengakhiri
kontrak, melainkan pemutusan kontrak harus dimintakan kepada hakim. Namun, dalam
prakteknya, para pihak sering kali mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata,
pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam berbagai perjanjian telah menjadi lebih
umum, dengan semakin banyaknya diterapkan dalam perjanjian dewasa ini. Jika tidak ada
pihak yang keberatan ketika syarat batal terpenuhi dan perjanjian diakhiri secara sepihak,
hal ini tidak menjadi masalah tetapi, jika terdapat pihak yang keberatan, maka barulah
masalah muncul karena penyelesaian akan melibatkan pihak ketiga, yaitu hakim, yang
akan menengabhi para pihak untuk mencari keadilan. Penyelesaian melalui hakim ini dapat
memunculkan permasalahan terkait perbedaan pendapat pengadilan mengenai
pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, lalu Mengapa terjadi perbedaan pendapat
pengadilan terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata? Dan mengapa terjadi
perbedaan pendapat Hakim? Pendekatan;yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undarig ‘dan’ pendekatan konsep. Hasil'pénelitian ini menunjukkan
adanya perbedaan pandangan di pengadilan mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH
Perdata, yang disebabkan oleh beragamnya pemahaman terhadap karakter Buku IlI
terutama pada pasal 1266 KUH Perdata. Pandangan pertama mendukung dan
memperbolehkan pengesampingan ketentuan Pasal 1266 karena pengesampingan
ketentuan pasal 1266 KUHPerdata apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak
berlaku sebagai. Undang-undang. bagi pembuatnya, sehingga terhadap ketentuan
pembatalan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1266 KUHPerdata telah
tertutup. Pandangan kedua menalak pengesampingan tersebut dengan alasan bahwa
pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata akan menyebabkan ketidak seimbangan antara
Kewajiban Penggugat dan Tergugat. Pengesampingan pasal ini dapat dinilai sebagai
perbuatan untuk menghindari kewajiban/prestasi dalam suatu perjanjian. Dampak hukum
dari pemutusan perjanjian secara sepihak ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,
terutama jika tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pemutusan kontrak dalam
perjanjian tersebut. Hal ini dapat memicu kembali intervensi pengadilan dalam
penyelesaiannya. Perbedaan pendapat hakim dalam menerima dan menolak implementasi
klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH. Perdata dalam pengadilan sangatlah wajar,
karena pada dasarnya Independensi sebagai kekuasaan kehakiman hakim memiliki
kebebasan untuk menafsirkan undang-undang-dan ‘Hakim memiliki  kebebasan untuk
menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang diproses.
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